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SURAT PERNYATAAN KEASLIAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama : RELINDA APRIYANI 

NPM : 19.111007.74201.020 

Program Studi : Ilmu Hukum 

Fakultas : Hukum 

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa: 

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan Judul : 

Status Kepemilikan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Yang 

Tidak Teregister Di Kecamatan Samarinda Ulu (Ditinjau Dari Keputusan 

Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Pedoman 

Penertiban Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan 

Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara) 

ialah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak 

terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain dalam mendapatkan gelar 

akademik pada suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat 

yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun 

keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dari naskah ini dan disebutkan 

dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.  

2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan 

terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini 
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Permasalahan yang diangkat didalam penelitian ini adalah terkait status kepemilikan 

Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Yang Tidak Teregister Di Kecamatan 

Samarinda Ulu. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui status kepemilikan 

Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atau Surat Pernyataan Penguasaan 

Tanah yang tidak teregister di Kecamatan Samarinda dan upaya yang dilakukan pihak 

Kecamatan Samarinda Ulu terhadap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) 

atau Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang tidak teregister di Kecamatan 

Samarinda Ulu. Metode penelitian yang dipakai penulis dalam penulisan skripsi ini 

ialah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum doktriner, penelitian 

perpustakaan atau studi dokumen. Dikatakan penelitian hukum doktriner karena 



ix 

 

penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis 

atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan atau 

studi dokumen disebabkan peneltian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang 

bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. SKPT adalah bukti awal sebagai dasar 

penguasaan atas tanah, apabila tanah tersebut tidak terdaftar atau teregister di 

kecamatan maka secara administrasi surat tersebut tidak mengakui itu terdaftar di 

kecamatan atau surat tanah tersebut tidak dilaporkan atau tidak terdaftar sehingga 

tidak sah maka oleh karena itu keabsahannya dan kepemilikan atas tanah tersebut 

menjadi tanda tanya. 

Kata Kunci : Status Kepemilikan Tanah, SKPT, Tidak Teregister. 
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ABSTRACK 

Name : RELINDA APRIYANI 

NPM : 19.111007.74201.020 

Title :  Status Kepemilikan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) 

Yang Tidak Teregister Di Kecamatan Samarinda Ulu (Ditinjau Dari 

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 

Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan Dan 

Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara). 

The problem raised in this study is related to the ownership status of the Unregistered 

Land Ownership Certificate (SKPT) in Samarinda Ulu District. The purpose of this 

study is to determine the ownership status of the Land Ownership Certificate (SKPT) 

or Land Ownership Statement Letter that is not registered in Samarinda District and 

the efforts made by the Samarinda Ulu District against the Land Ownership 

Certificate (SKPT) or Land Ownership Statement Letter that is not registered in 

Samarinda Ulu District. The research method used by the author in writing this thesis 

is normative legal research, namely doctrinal legal research, library research or 

document study. It is said to be doctrinal legal research because this research is 

carried out or aimed only at written regulations or other legal materials. It is said to be 

library research or document study because this research is more often carried out on 

secondary data in the library. SKPT is initial evidence as a basis for land ownership, 

if the land is not registered or registered in the sub-district, then administratively the 



xi 

 

letter does not acknowledge that it is registered in the sub-district or the land 

certificate has not been reported or is not registered so that it is invalid, therefore its 

validity and ownership of the land becomes a question mark. 

Keywords : Land Ownership Status, SKPT, Not Registered. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menghormati persamaan di 

hadapan hukum dan melindungi hak asasi manusia.1 sebagaimana yang 

dikemukakan pada Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Tahun 1945 yang 

menyebutkan Indonesia sebagai Negara hukum (rechstaat), sehingga segala 

sesuatu urusan harus berdasarkan hukum, hal ini yang menjadikan hukum 

sebagai panglima, oleh karenanya untuk menjalankan roda pemerintahan harus 

dilakukan dengan instrument hukum. Dalam menjalankan roda pemerintahan 

itu dan Negara harus menjamin hak masyarakatnya untuk mengembangkan diri 

melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hal ini tertuang dalam Pasal 28 C ayat 

(1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 

Menurut intensitasnya kebutuhan manusia terbagi atas 4 (empat) macam 

kebutuhan yaitu kebutuhan mutlak, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, 

dan kebutuhan tersier.2 Kebutuhan primer disitu merupakan kebutuhan dasar 

atau pokok yang harus dimiliki manusia. Salah satu kebutuhan primer adalah 

kebutuhan akan papan atau rumah tempat tinggal.3 dimana rumah tempat 

tinggal ini erat kaitannya dengan kepemilikan tanah karena rumah tempat 

tinggal seyogianya didirikan diatas tanah punya sendiri. Tanah dalam 

pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah 

 
1 Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska P-ISSN: 2085-7616; 

E-ISSN: 2541-0962 February 2023, Vol. 15 No. 1 
2 Ahmad, Kebutuhan Manusia: Pengertian, Macam, Contoh dan Alat Pemuas, (Online) 

https://www.gramedia.com/literasi/kebutuhan-manusia/, (19 Mei 2023).  
3 Ibid.  

https://www.gramedia.com/literasi/kebutuhan-manusia/
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hak atas sebagian tertentu atas permukaan bumi yang terbatas, berdimensi dua 

dengan ukuran panjang kali lebar yang diatur oleh hukum tanah.4  

Sebagai makhluk hidup yang berusaha untuk mempertahankan hidup dan 

kelangsungan hidupnya, manusia pasti akan berusaha untuk memiliki tanah 

karena selain memiliki kebutuhan untuk mendirikan rumah, tanah juga 

memiliki potensi ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan orang yang 

tinggal di atasnya. 

Provinsi Kalimantan Timur sebagai wilayah yang ditunjuk menjadi Ibu 

Kota Negara Baru berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No.3 Tahun 2022 

Tentang Ibu Kota Negara tentu secara otomatis nilai ekonomis tanah di 

Provinsi Kalimantan Timur naik yang akan berpengaruh pada peningkatan 

kasus sengketa penguasaan tanah. Negara berkewajiban untuk 

mendistribusikan penguasaan tanah Negara untuk dimanfaatkan masyarakatnya 

melalui instrumen hukum. Salah satu instrumen atau produk hukum yang 

mengatur penguasaan tanah Negara di Provinsi Kalimantan Timur adalah 

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 Tentang 

Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/ 

Tanaman Diatas Tanah Negara. 

 Dalam hal ini melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tersebut 

Negara mengakui penguasaan masyarakat terhadap tanah Negara dengan 

memberikan surat-surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah/ Kepala Desa 

yang didalamnya menyatakan bahwa seseorang/ Badan Hukum telah 

 
4 H.M. Arba, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.7.  
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menguasai tanah Negara dan memiliki bangunan/ tanaman diatas tanah tersebut 

dengan maksud untuk menggunakannya sendiri atau untuk keperluan 

pembangunan lainnya.  

Untuk memperoleh surat sebagai bukti penguasaan tanah Negara tersebut 

mekanismenya adalah sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 4 s/d Pasal 8 

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 Tentang 

Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan 

Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara. Dimana surat-surat tanah sebagai 

bukti penguasaan masyarakat terhadap tanah Negara di wilayah Provinsi 

Kalimantan Timur, khususnya diwilayah Kecamatan Samarinda Ulu, Kota 

Samarinda, dalam 1 (satu) bundel berkas terdapat 4 (empat) surat dalam 

formulir baku yaitu 1. Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), 2. Surat 

Pernyataan Tidak Sengketa, 3. Surat Pernyataan dan 4. Berita Acara 

Pemeriksaan Tanah/ Perwatasan Dilapangan, yang formulir bakunya itu 

sengaja disediakan bagi masyarakat yang akan melaporkan bidang tanah yang 

dikuasainya untuk dimiliki masyarakat sebagai bukti penguasaannya terhadap 

tanah Negara tersebut. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa penguasaan tanah Negara dalam 

masyarakat selalu menyebabkan masalah yang dapat menyebabkan 

perselisihan, atau sengketa tanah, seperti perebutan hak atas tanah. Bahkan ada 

pula yang membuat Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang tidak 

benar atau tanpa terarsip atau teregister di RT, Kelurahan/ Desa maupun di 

Kecamatan setempat, yang menyebabkan tumpang tindih dengan tanah orang 
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lain diobyeik tanah yang sama yang Surat Ke iteirangan Peinguasaan Tanah 

(SKPT)nya dibuat seicara beinar yaitu teirarsip atau teireigisteir deingan beinar atau 

bahkan tumpang tindih deingan tanah orang lain yang te ilah meimpunyai 

Seirtifikat Hak Milik.  

Dimana Surat Keiteirangan Peinguasaan Tanah (SKPT) yang tidak te irarsip 

atau teireigisteir itu keimudian dijual keipada orang lain, akhirnya peimbeili tanah 

teirseibut beirseingkeita di peingadilan deingan orang yang Surat Keiteirangan 

Peinguasaan Tanah (SKPT)nya te irarsip atau teireigisteir di Kantor Keicamatan 

seiteimpat atau deingan orang yang teilah meimpunyai Seirtifikat Hak Milik itu.  

Kalau kita ceirmati maksud Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No.5 

Tahun 1960 Teintang Peiraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria meinyeibutkan, hak 

milik adalah hak turun te imurun, teirkuat dan teirpeinuh yang dapat dipunyai 

orang atas tanah, deingan meingingat keiteintuan dalam Pasal 6,5 dalam hal ini 

Pasal 6 dimaksud disitu adalah bahwa se itiap hak atas tanah itu me impunyai 

fungsi sosial.6  

Dibandingkan deingan Surat Keiteirangan Peinguasaan Tanah (SKPT) atau 

Surat Peirnyataan Peinguasaan Tanah (SPPT) yang me inurut Pasal 11 Keiputusan 

Gubeirnur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 Te intang Peidoman 

Peineirtiban Surat Keiteirangan Peinguasaan Dan Peimilikan Bangunan/Tanaman 

Diatas Tanah Neigara teirseibut, bukan meirupakan tanda bukti hak atas tanah 

 
5 R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek, 

Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan, PT.Pradnya 

Paramita, 2004, hlm.522. 
6 Ibid, hlm.518.  
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meilainkan hanya seibagai dasar untuk meingajukan peirmohonan hak atas tanah 

seisuai keiteintuan yang beirlaku.  

Deingan deimikian, tanda bukti hak beirupa Seirtifikat Hak Milik itu 

seiharusnya leibih kuat dibandingkan Surat Keiteirangan Peinguasaan Tanah 

(SKPT) apalagi kalau Surat Ke iteirangan Peinguasaan Tanah (SKPT)nya tidak 

teirgisteir di Keicamatan Samarinda Ulu teirseibut, seihingga subyeik hukum yang 

meimpunyai bukti hak atas tanah yaitu Se irtifikat Hak Milik itu yang harus 

dilindungi hak hukumnya oleih Neigara dibandingkan subyeik hukum yang 

meimpunyai Surat Keiteirangan Peinguasaan Tanah (SKPT) yang bukan suatu 

tanda bukti hak atas tanah itu dan tidak te irgisteir di Keicamatan Samarinda Ulu 

teirseibut.  

Dimana Surat Keiteirangan Peinguasaan Tanah (SKPT) itu harus teireigisteir 

dan teirarsip mulai dari RT, Lurah dan Camat dan biasanya dalam formulir 

baku sudah teirdapat kolom tanda tangan mulai dari RT, Lurah, dan Camat 

untuk meinjamin keiabsahan surat teirseibut, hal ini beirseisuaian deingan maksud 

Pasal 3 ayat (1), (2) dan ayat (3) Jo. Pasal 9 ayat (1) dan (2) Ke iputusan 

Gubeirnur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 Te intang Peirdoman 

Peineirtiban Surat Keiteirangan Peinguasaan Dan Peimilikan Bangunan/Tanaman 

Diatas Tanah Neigara. 

Akan teitapi faktanya dilapangan ada kasus tanah dimana Surat 

Keiteirangan Peinguasaan Tanah (SKPT) atau Surat Pe irnyataan Peinguasaan 

Tanah atas nama inisial AA.HS tanggal 13 Mareit 2004 tidak teireigisteir di buku 

reigisteir Kantor Keicamatan Samarinda Ulu se isuai deingan Surat Keiteirangan 
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Camat Samarinda Ulu Nomor: 307/26/400.07 tanggal 09 Juni 2017 yang 

dikeiluarkan Kantor Keicamatan Samarinda Ulu itu meinggugat khususnya 

teirgugat II inisial N yang me impunyai bukti keipeimilikan yang kuat yaitu 

Seirtifikat Hak Milik No.03766/ Keil. Air Putih tanggal 28 Noveimbeir 2001 a.n 

inisial N dan Izin Meindirikan Bangunan (IMB) No.480/DPPK-

KS/Pr.B/X/2002 tanggal 25 Oktobeir 2002 a.n inisial N se ibagai dasar N 

meindirikan bangunan rumah diatasnya, dalam pe irkara Peirdata No: 05/Pdt.G/ 

2016/PN.Smr dimana putusannya dimeinangkan oleih atas nama inisial AA.HS 

yang hanya meimpunyai Surat Keiteirangan Peinguasaan Tanah (SKPT) atau 

Surat Peirnyataan Peinguasaan Tanah yang tidak te ireigisteir di buku reigisteir 

Kantor Keicamatan Samarinda Ulu, dan te irgugat II inisial N yang me impunyai 

bukti keipeimilikan yang kuat yaitu Se irtifikat Hak Milik No.03766/ Keil.Air 

Putih tanggal 28 Noveimbeir 2001 a.n inisial N dan Izin Me indirikan Bangunan 

(IMB) No.480/DPPK-KS/Pr.B/X/2002 tanggal 25 Oktobeir 2002 a.n inisial N 

dikalahkan dan teilah dieikseikusi bahkan rumahnya yang digunakan se ibagai 

usaha rumah makan dibongkar.  

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah 

Beirdasarkan hal-hal yang teilah diuraikan peinulis diatas, maka peirumusan 

dan peimbatasan masalah yang peinulis keimukakan adalah seibagai beirikut:  

1. Bagaimana status keipeimilikan Surat Keiteirangan Peinguasaan Tanah (SKPT) 

atau Surat Peirnyataan Peinguasaan Tanah yang tidak te ireigisteir di Keicamatan 

Samarinda Ulu ditinjau dari Keiputusan Gubeirnur Nomor 31 Tahun 1995 
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Teintang Peidoman Peineirtiban Surat Keiteirangan Peinguasaan Dan Peimilikan 

Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Neigara?  

2. Apa upaya yang dilakukan pihak Ke icamatan Samarinda Ulu te irhadap Surat 

Keiteirangan Peinguasaan Tanah (SKPT) atau Surat Pe irnyataan Peinguasaan 

Tanah yang tidak teireigisteir di Keicamatan Samarinda Ulu?  

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Peineilitian 

Tujuan dari peineilitian ini adalah untuk meingeitahui teintang: 

1. Status keipeimilikan Surat Keiteirangan Peinguasaan Tanah (SKPT) atau 

Surat Peirnyataan Peinguasaan Tanah yang tidak te ireigisteir di Keicamatan 

Samarinda Ulu ditinjau dari Keiputusan Gubeirnur Kalimantan Timur 

Nomor 31 Tahun 1995 Teintang Peidoman Peineirtiban Surat Keiteirangan 

Peinguasaan Dan Peimilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Ne igara; 

dan 

2. Upaya yang dilakukan pihak Keicamatan Samarinda Ulu te irhadap Surat 

Keiteirangan Peinguasaan Tanah (SKPT) atau Surat Pe irnyataan 

Peinguasaan Tanah yang tidak teireigisteir di Keicamatan Samarinda Ulu. 

2. Keigunaan Peineilitian 

Adapun keigunaan peineilitian untuk meindapatkan manfaat untuk 

peinulis seindiri seicara khusus dan juga untuk pihak lainn atau peimbaca pada 

umumnya. Keigunaan dari peineilitian ini antara lain :  

1. Keigunaan Teioritis 
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Meilalui peinulisan skripsi ini oleih kareina itu peinulis meingharapkan 

agar skripsi ini bisa me imbeirikan peimikiran bagi ilmu peingeitahuan yang 

beirmanfaat dalam peirkeimbangan ilmu peingeitahuan hukum leibih 

khususnya masalah teintang status keipeimilikan Surat Keiteirangan 

Peinguasaan Tanah (SKPT) atau Surat Pe irnyataan Peinguasaan Tanah 

yang tidak teireigisteir di Keicamatan Samarinda Ulu ditinjau dari 

Keiputusan Gubeirnur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 Te intang 

Peidoman Peineirtiban Surat Keiteirangan Peinguasaan Dan Peimilikan 

Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Neigara; 

2. Keigunaan Praktis  

Dari peinulisan skripsi ini beirharap bisa beirmanfaat untuk bahan 

tambahan untuk meimpeirbanyak ilmu peingeitahuan teirhadap peimbaca 

atau masyarakat seihingga peimbaca atau masyarakat bisa me imahami 

status keipeimilikan Surat Keiteirangan Peinguasaan Tanah (SKPT) atau 

Surat Peirnyataan Peinguasaan Tanah yang tidak te ireigisteir di Keicamatan 

Samarinda Ulu ditinjau dari Ke iputusan Gubeirnur Kalimantan Timur 

Nomor 31 Tahun 1995 Teintang Peidoman Peineirtiban Surat Keiteirangan 

Peinguasaan Dan Peimilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Ne igara; 

Peinulis juba beirharap proposal ini dapat me injadi manfaat bagi 

masyarakat luas dan peineilitian seilanjutnya seihingga dapat meinghasilkan 

solusi untuk meimeicahkan masalah seipeirti ini. 

D. METODE PENELITIAN 
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Meitodei peineilitian yang dipeirgunakan pada tulisan ini ialah peineilitian 

hukum normativei atau Muhammad Muhdar meinyeibutnya deingan istilah 

doktrinal, yaitu hanya dari bahan pustaka (data se ikundeir) saja deingan 

meinghubungkan antara suatu norma deingan peiristiwa hukum teirteintu.7 Meitodei 

peindeikatan normatif ini leibih keipada kumpulan norma saja seibagai obyeik yang 

diteiliti deingan meinganalisa hubungan norma deingan norma, meinganalisa 

isinya atau maknanya, me inggabungkan antara norma deingan teiori, teirmasuk 

juga asas-asas hukum.8 

1. Jenis Penelitian 

Peineilitian ini ialah Peineilitian Hukum Yuridis Normatif, Me itode i 

peineilitian Yuridis Normatif ialah je inis peineilitian yang digunakan meilalui 

meitodei teiliti, meimbaca seirta dikeilompokkan data-data primeir yang beirasal 

dari buku-buku peirpustakaan, undang-undang yang reileivan deingan objeik 

yang meinjadi peirmasalahan. Pada peineilitian ini juga peinulis meilakukan 

peingumpulan data seikundeir yaitu reispondein yang meimahami objeik yang 

peinulis angkat. 

2. Sumber Data 

Adapun sumbeir data yang digunakan peinulis dalam tulisan peinulis 

ini antara lain seibagai beirikut:  

1. Bahan hukum primeir peineilitian hukum tulisan peinulis ini adalah: 

a. Undang-Undang Dasar Neigara Reipublik Indoneisia Tahun 1945; 

 
7 Mahendra Putra Kurnia.,Dkk., Pedoman Penyusunan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum 

Universitas Mulawarman Fakultas Hukum, 2018, hlm.11.  
8 Muhamad Muhdar, Penelitian Doctrinal dan Non Doctrinal Pendekatan Aplikatif Dalam 

Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, Mulawarman University Press, Samarinda, 2019, hlm.11.  
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b. Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria; 

c. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah. 

e. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 

Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan Dan 

Pemilikan Bangunan/ Tanaman Diatas Tanah Negara;  

2. Bahan hukum sekunder penelitian hukum tulisan penulis ini adalah 

bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer 

seperti buku-buku literature terutama di bidang pertanahan, jurnal-

jurnal, makalah-makalah, artikel, putusan hakim, surat-surat 

keterangan, dan lain sebagainya. 

3. Bahan hukum tersier penelitian hukum tulisan penulis ini adalah bahan 

yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder yaitu seperti Kamus Hukum, KBBI, Wikipedia, 

Ensiklopedia, dan lain sebagainya. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teiknik peingumpulan data itu meingandung makna seibagai upaya 

peingumpulan data deingan meinggunakan alat peingumpul data teirteintu. 

Alat peingumpul data dalam peineilitian tulisan peinulis ini beirpeidoman pada 

jeinis datanya. Data yang dikumpulkan dalam pe ineilitian tulisan peinulis ini 

meiliputi antara lain data primeir dan data seikundeir dipeiroleih meilalui studi 

keipustakaan dan juga peineilitian lapangan, maka deingan deimikian teiknik 

peingumpulan datanya antara lain seibagai beirikut: 
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1. Studi keipustakaan 

Alat peingumpul data yang digunakan dalam studi ke ipustakaan 

adalah kajian dokumeintair, yang meiliputi bahan hukum primeir, bahan 

hukum seikundeir, dan bahan hukum teirsieir. 

2. Studi lapangan 

Peineilitian lapangan ini dimaksudkan adalah se ibagai peinunjang 

peineilitian keipustakaan, dalam hal ini proseis peingumpulan data 

dilapangan yang beirkaitan deingan masalah yang diteiliti yaitu pada: 

Kantor Keicamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda de ingan meilakukan 

wawancara deingan Bapak Syahrinsyah, S.EI, seilaku Kasi Peimeirintahan, 

Keiteintraman dan Keiteirtiban di Kantor Keicamatan Samarinda Ulu. 

4. Analisa Bahan Hukum 

Analisis yang Peinulis gunakan teirhadap data-data yang dipakai 

dalam peinulisan skripsi ini adalah Diskriptif Kualitatif, maksudnya data 

yang dipeiroleih, disajikan seicara diskiptif dan analisis seicara kualitatif. 

Deiskriptif Kualitatif, deingan kata lain data-data yang dipeiroleih dari 

hasil peineilitian peinulis digunakan untuk meineintukan isi atau arti aturan 

hukum yang dijadikan seibagai reifeireinsi dalam meinyeileisaikan masalah 

hukum yang meinjadi obyeik kajian. Seidangkan Kualitatif artinya peineilitian 

yang meingacu pada norma-norma yang hidup dan beirkeimbang dalam 

masyarakat. Keigiatan-keigiatan yang dilakukan dalam analisis data yaitu : 

1. Meimilih pasal-pasal yang isinya prinsip-prinsip hukum; Meinyusun 

pasal-pasal seicara sisteimatis untuk meimbeirikan peinjeilasan khusus; 
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2. Data beirasal dari peiraturan hukum yang dikaji seicara kualitatif. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun pembahasan skripsi ini 

secara sistematis untuk membuatnya lebih mudah dipahami dan dibaca. Maka 

penulis menyusun skripsinya dengan bab umum sebelum menuju bab khusus. 

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing membahas secara singkat 

masalah yang diangkat penulis, yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Didalam bab ini memuat tentang alasan latar belakang masalah, 

perumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan dalam 

Skripsi ini. 

BAB II :  LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG STATUS 

KEPEMILIKAN SURAT KETERANGAN PENGUASAAN 

TANAH (SKPT) YANG TIDAK TEREGISTER DI 

KECAMATAN SAMARINDA ULU. 

Dalam Bab ini memuat Landasan Teori dan Faktual, dalam 

landasan teori termuat yakni : Teori Perlindungan Hukum, 

Pengertian Tanah Negara, Pengertian Hak Penguasaan Tanah 

Negara ditinjau dari UUPA dan Pengertian Hak Penguasaan 

Tanah ditinjau dari Keputusan Gubernur Kalimantan Timur 

Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Pedoman Penertiban Surat 
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Keterangan Penguasaan Dan Bangunan/ Tanaman Diatas Tanah 

Negara. 

BAB III : PEMBAHASAN TENTANG STATUS KEPEMILIKAN 

SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH (SKPT) 

YANG TIDAK TEREGISTER DI KECAMATAN 

SAMARINDA ULU. 

Didalam bab ini memuat mengenai pembahasan dari 

permasalahan yakni : Bagaimana status kepemilikan Surat 

Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atau Surat Pernyataan 

Penguasaan Tanah yang tidak teregister di Kecamatan Samarinda 

Ulu ditinjau dari Keputusan Gubernur Nomor 31 Tahun 1995 

Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan Dan 

Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara; dan Upaya 

yang dilakukan pihak Kecamatan Samarinda Ulu terhadap Surat 

Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atau Surat Pernyataan 

Penguasaan Tanah yang tidak teregister di Kecamatan Samarinda 

Ulu. 

BAB IV :  PENUTUP 

Didalam bab ini, memuat tentang hasil rangkuman sebagai 

simpulan dan menjawab mengenai hal-hal yang dikemukakan dan 

diterangkan dengan jelas pada Bab IV ini (keempat) dan 

selanjutnya menguraikan tentang apa yang menjadi saran dari 

penulis terhadap skripsi ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG STATUS 

KEPEMILIKAN SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH (SKPT) 

YANG TIDAK TEREGISTER DI KECAMATAN SAMARINDA ULU, 

(DITINJAU DARI KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 

NOMOR 31 TAHUN 1995 TENTANG PEDOMAN PENERTIBAN SURAT 

KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN BANGUNAN/ 

TANAMAN DIATAS TANAH NEGARA) 

A. LANDASAN TEORI 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Menurut KBBI Perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal 

atau perbuatan, memperlindungi.9 Perlindungan juga dapat didefinisikan 

sebagai perbuatan memberikan jaminan atau keamanan, ketentraman, 

kesejahteraan, dan kedamaian kepada pelindung yang dilindungi dari segala 

bahaya dan ancaman yang mengancamnya. Philipus M. Hadjon 

mengemukakan teori perlindungan hukum ialah sebagai perlindungan 

harkat, martabat, dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia yang 

dipunyai subyek hukum dalam suatu Negara hukum yang didasari dengan 

suatu ketentuan hukum yang berlaku di Negara itu sendiri untuk mencegah 

adanya kesewenang-wenangan.10  

 
9 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Online) https://kbbi.web.id/perlindungan, (21 Mei 

2023).  
10 Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Cet.1, Peradaban, Malang, 

2007, hlm.5.  

https://kbbi.web.id/perlindungan
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Menurut Barda Nawawi Arief, pengertian perlindungan hukum itu 

dapat dilihat dari 2 arti yaitu:11 

a. Bisa didefinisikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi 

korban tindak pidana atau berarti perlindungan hak asasi manusia atau 

kepentingan hukum individu; 

b. Bisa diartikan sebagai perlindungan untuk mendapatkan jaminan atau 

santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang menjadi 

korban tindak pidana atau sama dengan santunan yang diberikan kepada 

korban. Bentuk santunan itu dapat berupa rehabilitasi atau pemulihan 

reputasi, pemulihan keseimbangan bathin seperti pemaafan, ganti rugi 

atau restitusi, kompensasi, jaminan atau santunan kesejahteraan sosial 

dan sebagainya.  

Pasal 36 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia telah menjamin setiap orang mempunyai hak untuk memiliki milik, 

baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan orang lain untuk 

kepentingan dirinya, keluarga, negara, dan masyarakat dengan cara yang 

tidak melanggar hukum, dan tidak seorang pun boleh mengambil miliknya 

secara sewenang-wenang atau secara tidak sah.  

Berbicara mengenai hak kepemilikan tanah secara nasional telah 

diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria, sedangkan hak penguasaan tanah Negara diwilayah 

 
11 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam 

Penanggulangan Kejahatan, Prenada Media group, Jakarta, 2007, hlm.61.  
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Provinsi Kalimantan Timur telah diatur dalam Keputusan Gubernur 

Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Pedoman Penertiban 

Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas 

Tanah Negara. 

Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah, menjelaskan bahwa ada bukti tertulis yang diperlukan 

untuk membuktikan bahwa seseorang memiliki tanah yang dapat digunakan 

untuk mendaftarkan hak-hak lama dan merupakan dokumen yang lengkap 

untuk kepentingan pendaftaran tanah termasuk akta pemindahan hak yang 

dibuat di bawah tangan yang dibubuhi kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala 

Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Surat Penguasaan Tanah 

(SPT), yang merupakan dasar hak yang banyak digunakan di banyak 

wilayah, disebut dengan berbagai istilah di daerah pedesaan, tetapi sama 

dengan SPT dasar, atau beberapa orang menyebutnya "SPT Kepala 

Desa/Kelurahan". SPT juga memiliki alat pembuktian tertulis.12 

2. Pengertian Tanah Negara  

Peingeirtian tanah beirdasarkan Kamus Beisar Bahasa Indoneisia ialah : 

a. Peirmukaan bumi atau lapisan diatasnya 

b. Keiadaan bumi di suatu teimpat 

c. Peirmukaan bumi yang dibeiri batas 

d. Bahan-bahan dari bumi, bumi se ibagai bahan seisuatu (pasir, cadas, 

napal, dan seibagainya).13 

 
12 May Linda Sari, Muhammad Yamin, Rosnidar, Kedudukan Hukum Surat Keterangan 

Penguasaan Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Di Kabupaten Karo, Jurnal Hukum Kaidah Media 

Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, Vol.21, No.2, hal.377. 
13 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia : “Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

Agraria, Isi dan Pelaksanaannya”, Djambatan, Jakarta, 2008, hal. 18. 
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Tanah neigara ialah tanah yang langsung dikuasai oleih Neigara. 

Langsung dikuasai dalam artian tidak dimiliki ole ih pihak lain di atas tanah 

teirseibut, seihingga tanah teirseibut diseibut juga tanah Neigara beibas. Istilah 

tanah Neigara teilah digunakan seijak Hindia Beilanda. Seisuai deingan gagasan 

bahwa peimeirintah Hindia Beilanda meimiliki hubungan keipeimilikan deingan 

tanah suatu peirnyataan yang diseibut deingan Domeiin Veirklaring yang 

meinyatakan bahwa seimua tanah yang pihak lain tidak dapat me imbuktikan 

seibagai hak keipeimilikan adalah milik Neigara atau milik peimeirintah. 

Oleih kareina itu, tanah yang tidak dibe irikan keipada pihak lain atau 

dibeirikan hak apa pun seipeirti milik, usaha, konstruksi, pe ingeilolaan, ulayat, 

atau wakaf diseibut seibagai tanah neigara.14  

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Te intang Peiraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria dan Undang-Undang yang beirkaitan deingan tanah dan juga 

aturan peilaksanaanya meimang tidak meinyeibutkan dan meingatur tanah 

Neigara seicara teigas. Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria seindiri 

seibutan yang di gunakan bagi tanah Neigara ialah “tanah yang dikeilola 

langsung oleih neigara” istilah tanah Neigara itu seindiri teirlihat dalam praktik 

administrasi peirtanahan, yang peinguasaannya dilakukan oleih otoritas 

peirtanahan.15  

Maksud dari tanah yang di kuasai ole ih Neigara itu adalah peinjabaran 

dari hak meinguasai dari Neigara atas bumi, air, dan ruang angkasa. Namun, 

 
14 Maria S.W. Sumardjono, Tanah Untuk Kesejahteraan Rakyat, Penerbit Bagian Hukum Agraria 

Fakultas Hukum Universitas Gadja Mada, Yogyakarta, 2010. hlm 25.  
15 Julius Sembiring, Tanah Negara, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 9-12.  
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banyak undang-undang teirus meinggunakan tanah neigara deingan cara yang 

salah. Pada dasarnya Tanah Neigara beirkonotasi bahwa tanah itu milik 

Neigara, Namun seibeinarnya istilah itu tidak te ipat lagi dipakai atau 

digunakan kareina istilah itu beirasal dari teirjeimahan dari staatsdomeiin (hak 

milik Neigara atas tanah),16 yang leibih baik dipakai atau digunakan adalah 

istilah “tanah yang dikuasai ole ih neigara”, seipeirti yang diatur dalam 

Undang-Undang Pokok Agraria teirseibut.  

Adapun ruang lingkup tanah Neigara, meiliputi:17 

a. Tanah-tanah yang diseirahkan seicara sukareila oleih peimiliknya; 

b. Tanah-tanah hak yang beirakhir jangka waktunya dan tidak dipe irpanjang 

lagi; 

c. Tanah-tanah yang peimeigang haknya meininggal dunia tanpa ahli waris; 

d. Tanah-tanah yang diteilantarkan; 

e. Tanah-tanah yang diambil untuk keipeintingan umum.  

Beirdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Teintang Peiraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria, seiluruh tanah di Wilayah Neigara Indoneisia 

adalah dikuasai oleih Neigara. Neigara meinguasai tanah seicara langsung jika 

tidak ada hak pihak teirteintu di atasnya, jika ada hak pihak te irteintu di 

atasnya, tanah teirseibut diseibut tanah hak. Jika ada hak pihak te irteintu di 

atasnya, peinguasaan tanah teirseibut tidak langsung kareina ada pihak teirteintu 

 
16 Afifah Kusumadara, Perkembangan Hak Negara Atas Tanah: Hak Menguasai Atau Hak Milik?, 

Jurnal Media Hukum, Volume: 20, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Desember 

2013, hlm.265.  
17 Maria S. W. Sumardjono, Kebiijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, 

Jakarta, 2001, hlm. 62.  
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yang meimilikinya dan Jika hak pihak te irteintu teirseibut dihapus maka tanah 

yang beirsangkutan seicara otomatis meinjadi milik neigara. 

Peinguasaan tanah Neigara ialah keimampuan Neigara untuk meinguasai 

tanah yang meimiliki hak yang dapat dimiliki ole ih peimeigang haknya. 

Meingingat fakta bahwa neigara Indoneisia adalah leimbaga keikuasaan 

teirtinggi di antara seiluruh warga neigara Indoneisia, dan meimiliki weiweinang 

teirtinggi untuk meilakukan tindakan hukum yang beirkaitan deingan 

keipeintingan umum. Meinurut Iman Sutiknyo, bahwa peinguasaan oleih 

neigara tujuannya tidak dise ibutkan seicara eiksplisit untuk keiuntungan 

kolonialismei Beilanda, kareina tujuan seibeinarnya dari peinguasaan oleih 

Neigara ialah untuk seibeisar-beisarnya keimakmuran rakyat keiuntungan 

kolonialismei Beilanda, seibab klaim atas tanah tak beirtuan (tidak dapat 

dibuktikan seibagai hak eiigeindom oleih rakyat) oleih peimeirintahan jajahan 

hanya untuk meimbeirikan keiuntungan kolonialismei Beilanda, seidangkan 

pada asas meinguasai oleih Neigara teirsurat tujuan seicara jeilas yaitu untuk 

seibeisar-beisar keimakmuran rakyat.18 

3. Hak Penguasaan Tanah Negara Ditinjau Dari UUPA 

Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Te intang 

Peiraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria meinyeibutkan hak meimbuka tanah 

dan meimungut hasil hutan hanya dapat dipunyai ole ih warganeigara 

Indoneisia yang diatur dalam peiraturan peimeirintah. Namun pada ayat (2) 

diseibutkan deingan meimpeirgunakan hak meimungut hasil hutan seicara sah 

 
18 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Cet.10, Rajawali Press, Depok, 2020, hlm. 184. 
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tidak deingan seindirinya dipeiroleih hak milik atas tanah itu. Hal ini 

beirseisuaian deingan maksud Pasal 11 Keiputusan Gubeirnur Kalimantan 

Timur Nomor 31 Tahun 1995 Teintang Peidoman Peineirtiban Surat 

Keiteirangan Peinguasaan Dan Peimilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah 

Neigara. 

Teirhadap Neigara seindiri meinurut aturan Pasal 2 Undang-Undang 

No.5 Tahun 1960 Teintang Peiraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Hak 

meinguasai Neigara itu tidak meimbeirikan keiweinangan untuk meinguasai 

tanah seicara fisik dan meingeilolanya seibagaimana hak peinguasaan atas 

tanah lainnya, dikareinakan sifatnya seimata-mata hanya keiweinangan umum. 

Seihingga Hak Meinguasai Neigara hanya meimpunyai keiweinangan antara 

lain:  

1. Meingatur dan meilaksanakan peiruntukkan, peinggunaan, peirseidiaan dan 

peimeiliharaan bumi, air dan ruang angkasa.  

2. Meineintukan dan meingatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang deingan bumi, air dan ruang angkasa.  

3. Meineintukan dan meingatur hubungan hukum antara orang-orang dan 

peirbuatan hukum yang meingeinai bumi, air dan ruang angkasa.  

4. Hak ulayat masyarakat hukum adat.  

Peinggunaan tanah teirseibut harus diseisuaikan deingan keiadaan tanah 

dan sifat haknya, seihingga dapat meimpeiroleih manfaat atau meinghasilkan 

keiseijahteiraan dan keibahagiaan bagi seitiap individu dan beirmanfaat juga 
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bagi neigara. Meinurut Peinjeilasan Umum Angka II.4 UUPA bahwa 

keipeintingan individu dan masyarakat harus diimbangi.19  

Adapun macam-macam Hak Atas tanah dimuat dalam Pasal 16 jo. 

Pasal 53 UUPA, yang dikeilompokan meinjadi 3 bidang, yaitu: 

1. Hak atas tanah yang beirsifat teitap, teirdiri dari hak untuk me imiliki, 

meingusahakan, meimbangun bangunan, meimakai, meinyeiwa bangunan, 

meimbuka tanah, dan meimungut hasil hutan. Hak-hak ini beirlaku seilama 

UUPA masih beirlaku atau beilum dicabut oleih undang-undang yang 

baru. 

2. Hak atas tanah yang akan dite itapkan deingan Undang-Undang, yaitu hak 

tanah akan lahir keimudian, yang akan diteitapkan deingan Undang-

Undang. Hak atas tanah ini beilum ada. 

3. Hak atas tanah yang be irsifat seimeintara akan seigeira dihapus kareina 

beirsifat peimeirasan, feiodal, dan beirteintangan deingan UUPA. Ini 

teirmasuk hak gadai (gadai tanah), hak usaha bagi hasil (pe irjanjian bagi 

hasil), hak meinumpang, dan hak seiwa tanah peirtanian..20 

Keimudian lahirlah hak-hak atas tanah yang peiruntukkannya dibeida-

beidakan pada jeinis peimanfaatannya, Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang 

Pokok Agraria, yang beirbunyi: 

 
19 Kartini Muljadi dan Gunawan W., Hak-Hak Atas Tanah Seri Hukum Harta Kekayaan, Prenada 

Media, Jakarta, 2004, hlm. 24.  
20 Aminuddin Sale dkk, Hukum Agraria, AS Publising, Makassar, 2010, hlm. 96-97.  



22 

 

 

 

Hak-hak atas tanah seibagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

ialah:  

a. Hak Milik;  

b. Hak Guna Usaha;  

c. Hak Guna Bangunan;  

d. Hak Pakai;  

e. Hak Seiwa;  

f. Hak Meimbuka Tanah;  

g. Hak Meimungut Hasil Hutan;  

h. Hak-hak lain yang tidak te irmasuk dalam hak-hak teirseibut diatas yang 

akan diteitapkan deingan Undang-Undang seirta hak-hak yang sifatnya 

seimeintara seibagai yang diseibutkan dalam Pasal 53.  

Seicara umum keiteintuan-keiteintuan seibagaimana yang teilah diuraikan 

teirseibut diatas dapat dijeilaskan peinulis seibagai beirikut: 

1. Hak Milik 

Meinurut keiteintuan Pasal 20 UUPA yang beirbunyi: 

1) Hak Milik adalah hak turun-teimurun, teirkuat dan teirpeinuh yang dapat 

dipunyai orang atas tanah, deingan meingingat keiteintuan dalam Pasal 

6.  

2) Hak milik dapat beiralih dan dialihkan keipada pihak lain. 

Hak yang paling kuat atas tanah adalah hak milik, yang 

meimungkinkan peimilik tanah untuk meimbeirikan hak tambahan atas 

tanah seipeirti hak konstruksi atau hak pakai de ingan peingeicualian hak 

usaha. Hak milik ini hampir sama de ingan otoritas neigara (seilaku 

peinguasa) untuk meimbeirikan hak atas tanah keipada warganya.21  

2. Hak Guna Usaha (HGU) 

 
21 Kartini, Op.cit., hlm. 30. 
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Yang meinjadi landasan hukum Hak Guna Usaha adalah te irmuat 

pada ayat (1) Pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria yang 

meindeifinisikan Hak Guna Usaha se ibagai hak untuk meingusahakan 

tanah yang dikuasai langsung ole ih Neigara untu tujuan peirtanian, 

peirikanan, atau peiteirnakan dalam jangka waktu yang dite itapkan dalam 

pasal 29 peiraturan agraria itu. 

3. Hak Guna Bangunan (HGB) 

Pasal 35 Undang-Undang Pokok Agraria meimbeirikan dasar 

hukum Hak Guna Bangunan (HGB), yang me inyatakan bahwa hak guna 

bangunan adalah hak untuk meindirikan dan meimiliki bangunan atas 

tanah yang bukan miliknya se indiri seilama paling lama 30 tahun. Hak 

Guna Bangunan dapat dialihkan atau dibeirikan keipada pihak lain. 

4. Hak Pakai 

Meinurut Pasal 41 Undang-Undang Pokok Agraria, hak pakai ialah 

hak untuk meinggunakan dan/atau meimungut hasil dari tanah yang 

dikeilola langsung oleih Neigara atau tanak milik orang lain, yang 

meimbeiri weiweinang dan keiwajiban yang diteintukan dalam keiputusan 

peimbeiriannya oleih peijabat yang beirweinang meimbeirikannya atau dalam 

peingolahan tanah, seigala seisuatu asal tidak beirteintangan deingan jiwa 

dan keiteintuan-keiteintuan undang-undang ini. 

5. Hak Seiwa 
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Hak seiwa untuk bangunan teirjadi ialah jka seiseiorang atau 

organisasi meimiliki hak untuk meinyeiwa tanah untuk keipeirluan 

bangunan dan harus meimbayar seijumlah uang seibagai seiwa keipada 

peimilik tanah teirseibut seisiai (Pasal 44 Undang-Undang Pokok Agraria).  

6. Hak Meimbuka Tanah 

Dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria 

meinyatakan bahwa, warga neigara Indoneisia hanya meimiliki hak untuk 

meimbuka lahan dan meingambil hasil hutan yang diatur ole ih peiraturan 

peimeirintah. Hak meimbuka tanah adalah hak warga ne igara Indoneisia 

untuk meimbuka lahan yang diatur oleih Peiraturan Peimeirintah.  

7. Hak Meimungut Hasil Hutan 

Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria me inyatakan 

bahwa hak meimungut hasil hutan adalah hak yang dimiliki ole ih warga 

neigara Indoneisia untuk meimungut hasil hutan bumi Indone isia yang 

diatur oleih peiraturan peimeirintah. Deingan deimikian, peinggunaan hak 

meimungut hasil hutan seicara sah tidak beirarti meimpeiroleih hak milik 

atas tanah teirseibut. 

8. Hak-hak yang lainnya yang beirsifat seimeintara 

Hak-hak yang sifatnya seimeintara meinurut Pasal 53 

UndangUndang Pokok Agraria:22 

a. Hak Gadai ialah suatu hak yang dipe igang oleih seiorang yang 

meimbeirikan weiweinang keipadanya untuk meinguasai tanah deibiturnya 

dan turut meinikmati atau meingambil hasilnya seilama si deibitur itu 

 
22 Purnadi P. dan A. Ridwan H., Sendi-Sendi Hukum Agraria, Ghalia Indonesia, Jakarta,1984, hlm. 

30. 
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beilum dapat meilunaskan hutangnya. Tanah yang dibe ibankan hak 

gadai ini dapat tanah peirtanian atau dapat juga tanah untuk bangunan. 

(hak gadai UUPA tidak analog deingan hak gadai adat); 

b. Hak usaha bagi hasil, yaitu hak yang meimbeirikan weiweinang keipada 

seiorang peinggarap untuk dapat meingeirjakan atau meingusahakan 

tanah milik orang lain deingan meimbeirikan seibagian teirteintu dari 

jumlah hasil tanah teirseibut keipada peimiliknya meinurut peirjanjian; 

c. Hak meinumpang, ialah suatu hak yang me imbeirikan weiweinang 

keipada seiseiorang atau suatu pihak yang me inumpang tinggal diatas 

tanah milik orang lain baik deingan meineimpati bangunan yang sudah 

ada maupun deingan meimbangun seindiri bila seiandainya tanah 

teirseibut masih kosong. 

Meinurut keiteintuan Pasal 4 ayat (1) UUPA te irseibut diatas, macam-

macam hak atas tanah yang dibe irikan keipada masyarakat, baik seicara 

individu maupun seicara beirsama-sama yang didasarkan pada hak 

meinguasai Neigara. Beirdasarkan asal tanahnya, hak atas tanah dibe idakan 

meinjadi dua keilompok, yaitu : 

a. Hak atas tanah yang beirsifat primeir, yaitu hak atas tanah yang be irasal 

dari tanah Neigara. Macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak Milik, 

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atas Tanah Ne igara, Hak Pakai 

atas Tanah Neigara. 

b. Hak atas tanah yang beirsifat seikundeir, yaitu hak atas tanah yang beirasal 

dari tanah pihak lain. Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak guna 

bangunan atas tanah hak peingeilolaan, hak guna bangunan atas tanah 

hak milik, hak pakai atas tanah hak pe ingeilolaan, hak pakai atas tanah 

hak milik, hak seiwa untuk bangunan, hak gadai (gadai tanah), hak 

usaha bagi hasil (peirjanjian bagi hasil) hak meinumpang, dan hak seiwa 

tanah peirtanian.23 

4. Hak Penguasaan Tanah Negara Ditinjau Dari Keputusan Gubernur 

Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Pedoman 

Penertiban Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan 

Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Ne igara. 

 
23 Urip Santoso, Hukum Agraria & hak-hak Atas Tanah, Kencana Prenada Media Group, 

Jakarta, 2008, hal. 89. 
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Dalam Pasal 1 Keiputusan Gubeirnur Kalimantan Timur Nomor 31 

Tahun 1995 Teintang Peidoman Peineirtiban Surat Keiteirangan Peinguasaan 

Dan Peimilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Ne igara meinyeibutkan 

seibagai beirikut: “Yang dimaksud deingan Surat Keiteirangan Peinguasaan dan 

Peimilikan Bangunan/ Tanaman Diatas Tanah Ne igara adalah surat-surat 

keiteirangan yang dikeiluarkan oleih Lurah/Keipala Deisa yang meinyatakan 

seiseiorang/Badan Hukum teilah meinguasai Tanah Neigara dan meimiliki 

bangunan/tanaman diatas tanah te irseibut deingan maksud untuk 

meinggunakan seindiri atau untuk keipeirluan peimbangunan lainnya yang 

beintuknya seisuai deingan contoh dalam lampiran keiputusan ini”. Dalam 

Pasal 2 teirlihat bahwa seidari awal tujuan dari pe ineirtiban surat-surat 

keiteirangan peinguasaan tanah Neigara dalam Keiputusan Gubeirnur 

Kalimantan Timur teirseibut adalah untuk:  

1. Meingadakan peindataan atas tanah-tanah, peimilik dan luas yang te irdapat 

di Deisa/Keilurahan, yang dikuasai/dipeilihara atau digunakan oleih 

seiseiorang dan masih beirstatus seibagai Tanah Neigara; 

2. Meinceigah dan meingurangi teirjadinya seingkeita tanah seibagai salah satu 

sumbeir keirawanan social deingan meingeitahui seijak dini, seihingga 

peinyeileisaian seingkeita/masalah tanah leibih mudah peinyeileisainnya 

kareina tidak teirlalu kompleiks; 

3. Meimbantu peimeirintah daeirah dan instansi peimeirintah lainnya dalam 

meimbuat peireincanaan, peiruntukan dan peinggunaan tanah di 

Deisa/Keilurahan teirseibut untuk keipeirluan peimbangunan; 
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4. Salah satau upaya untuk me imeicahkan masalah tanah teirlantar (lahan 

tidur) di Deisa/Keilurahan teirseibut, seihingga tanah teirlantar teirseibut dapat 

digunakan untuk keipeirluan peimbangunan; 

5. Meingurangi/meinceigah speikulasi tanah deingan maksud meingambil 

keiuntungan untuk keipeirluan pribadi;  

6. Meingurangi/meinceigah teirjadinya peineirbitan seirtifikat ganda; 

7. Seibagai data/bahan masukan bagi Pe imeirintah Daeirah dalam meineitapkan 

peinagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka Pe iningkatan 

Peindapatan Asli Daeirah; 

Pasal 3 Keputusan Gubernur Kalimantan Timur disebutkan bahwa 

seimua tanah yang masih beirstatus tanah Neigara wajib di daftarkan dalam 

Reigisteir Tanah di Deisa/ Keilurahan. Dimana meikanismei-meikanismei dalam 

peineirtiban surat-surat keiteirangan peinguasaan tanah Neigara seibagai bukti 

peinguasaan teirseibut teilah diatur mulai Pasal 4 s/d Pasal 8 Ke iputusan 

Gubeirnur Kalimantan Timur te irseibut. Dalam hal ini surat-surat keiteirangan 

peinguasaan tanah yang dibe irikan keipada masyarakat di Kalimantan Timur 

teirmasuk di Keicamatan Samarinda Ulu itu wajib teireigisteir dan teirarsip 

mulai dari RT, Lurah dan Camat, se isuai deingan Pasal 9 Keiputusan 

Gubeirnur Kalimantan Timur teirseibut. 

Tujuan meindaftarkan tanah teirseibut untuk meimpeiroleih peingakuan dari 

alas hak, lagipula munculnya peirmasalahan tanah seibagian beisar diakibatkan 

kareina tidak ada daftar tanah-tanahnya. Mulai dari 55 juta lahan tanah 

seikarang ini, yang dipeirkirakan akan beirkeimbang meinjadi 75 juta bidang 
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pada akhir Peimbangunan Jangka Panjang II tahun 2018, baru se ikitar 

seipeirtiganya yang sudah teirdaftar dari zaman kolonial Beilanda dahulu.24 

B. LANDASAN FAKTUAL/ HASIL PENELITIAN 

1. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Samarinda Ulu, Kota 

Samarinda Tahun 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Bahwa struktur organisasi sebagaimana yang diuraikan penulis 

diatas adalah struktur organisasi yang dibuat baru tahun 2024 yang 

berjalan sampai dengan sekarang ini.  

2. Status hukum terhadap surat keterangan penguasaan tanah yang 

tidak terdaftar/ terregister di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu. 

 
24 Dono Doto Wasono, Kekuatan Hukum Surat Keterangan Penguasaan Tanah (Skpt) Sebagai 

Bukti Hukum Penguasaan Atas Sebidang Tanah, Jurnal Hukum, Vol.13 No.1 (2017), Pontianak, 

hlm.4 

Camat 

Sujono, M.Si 

NIP. 197207052000031013 

 
Sekretaris 

Siti Rachmah, S.STP,M.Si 

NIP. 198305262001122001 

 

Jabatan Fungsional 

Pranata Komputer 

Manda Oktavia, K,S.Kom 

NIP. 198711282009032002 

 Kasubbag Keuangan & 

Perencanaan 

Surya Darma, S.E,M.Si 

NIP.197406112008011019 

Kasubbag Umum & 

Kepegawaian 

Rakhmatullah, MS,S.Kom 

NIP.197805172009011003 

 

Kasi Pemerintahan, 

Ketentraman & 

Ketertiban 

Syahrinsyah, SE 

NIP.197106241992

0310003 

Kasi Kesejahteraan 

& Pemberdy. Masy. 

Muhammad Andi 

Asdal, S.H 

NIP.197202292008

011008 

Kasi Kebersihan & 

Lingkungan Hidup 

Khairiana, 

S.Ag,M.Pd 

NIP.197302262005

022003 

Kasi Ekonomi & 

Pembangunan 

Astuti 

Rahmayanti, S.Pi 

NIP.19700225199

4032008 

Kasi Pelayanan 

Umum 

Linda Palullu 

Rinding, S.Kom 

NIP.1978042820

11012006 
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Beirdasarkan hasil peineilitian yang dilakukan peinulis deingan Bapak 

Syahrinsyah, S.EI

25 seilaku Kasi Peimeirintahan, Keiteintraman dan Keiteirtiban 

di Kantor Keicamatan Samarinda Ulu meingatakan bahwa surat keiteirangan 

tanah atau Surat Peirnyataan/Keiteirangan Peinguasaan Tanah biasanya kalau 

dikeiluarkan dari kantor keicamatan pasti teirdaftar atau teireigisteir di kantor 

keicamatan meirupakan alas hak seibagai peigangan masyarakat dan 

seiharusnya surat tanah teirseibut dikeitahui oleih saksi-saksi batas dan juga 

peimeirintah seiteimpat yaitu RT, Keilurahan dan Keicamatan agar surat 

tanahnya bisa dikeitahui seihingga teirdaftar/teireigisteir oleih Keitua RT, 

Keilurahan maupun Keicamatan, apabila tanah te irseibut tidak teirdaftar atau 

teireigisteir di keicamatan maka seicara administrasi surat te irseibut tidak 

meingakui itu teirdaftar di keicamatan atau surat tanah teirseibut tidak 

dilaporkan atau tidak teirdaftar seihingga tidak sah maka ole ih kareina itu 

keiabsahannya dan keipeimilikan atas tanah teirseibut meinjadi tanda tanya, 

kareina peindaftaran surat tanah te irseibut meirupakan anjuran dari 

peimeirintah seihingga seibaiknya didaftarkan kei keicamatan. 

Bahwa yang meirupakan alas hak yaitu seibagai tahap awal mula 

suatu alas hak yang dibuktikan deingan adanya bukti peinguasaan fisik atas 

tanah yang keimudian dibuatkan dalam beintuk surat atas tanah yang 

dikuasai atau dikeilola seibagai syarat formalitas atau se ibagai bukti 

peigangan untuk seiseiorang peimilik tanah yaitu beirupa bukti Surat 

Keiteirangan Peinguasaan Tanah, dalam hal ini untuk se ibagai dasar seiorang 

 
25 Hasil Wawancara dengan Bapak Syahriansyah, selaku Kasi Pemerintahan, Ketentraman, dan 

Ketertiban di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu tanggal 08 Januari 2025 
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peimilik tanah untuk meinindaklanjuti deingan meilakukan peindaftaran 

teirhadap tanah yang dimilikinya, dimana Surat Ke iteirangan Peinguasaan 

Tanah teirseibut teilah diseidiakan formatnya dari kantor keicamatan, seibagai 

dasar alas hak untuk meingajukan peirmohonan peineirbitan seirtifikat atas 

tanah dalam hal ini meirupakan seibagai bukti yang me impunyai keikuatan 

peimbuktian hukum yang kuat yang tidak dapat diganggu gugat.  

Bukti surat keiteirangan peinguasaan tanah yang meinjadi alas hak awal 

seiharusnya meinurut hukum dikeitahui dan ditandatangani ole ih pihak RT. 

Lurah dan juga Camat, dimana se ibeilum diteirbitkannya bukti surat itu 

pihak dari kantor keicamatan, kantor keilurahan seirta keitua RT seiteimpat 

teirmasuk saksi batas tanah me ilakukan peimeiriksaan dilapangan untuk 

meilihat kondisi tanah seicara langsung dan bisa me ingeitahui siapa-siapa 

batas tanahnya seirta dapat meingeitahui bahwa diatas tanah te irseibut tidak 

ada seingkeitanya, seihingga deingan dasar peimeiriksaan dilapangan teirseibut 

seibagai landasan untuk bisa me ineirbitkan Surat Keiteirangan/Peirnyataan 

Peinguasaan Tanah; Surat Keiteirangan Tidak Seingkeita, Surat Peirnyataan 

teirmasuk Beirita Acara Peimeiriksaan Tanah Dilapangan yang me imuat 

teintang hasil peimeiriksaan lapangan teirseibut. 

Surat Keiteirangan/Peirnyataan Peinguasaan Tanah atau yang dise ibut 

seibagai alas hak itu meimang meirupakan bukti teirtulis yang status 

hukumnya masih dibawah tangan se ibagai bukti keipeimilikan hak atas 

tanah, namun bukti surat teirseibut adalah bukti peinguasaan atas tanah yang 

dikeilola atau dikuasainya seicara fisik teirhadap tanah itu seicara teirus 
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meineirus seisuai keiteintuan peiraturan peirundang-undangan Pasal 1963 

KUHPeir yang meinyeibutkan seibagai beirikut : “Siapa yang deingan itikad 

baik, dan beirdasarkan suatu alas hak yang sah, me impeiroleih suatu beinda 

tak beirgeirak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus 

dibayar atas tunjuk, meimpeiroleih hak milik atasnya, deingan jalan 

daluwarsa, deingan suatu peinguasaan seilama dua puluh tahun;” dan 

“Siapa yang deingan itikad baik meinguasainya seilama tiga puluh tahun, 

meimpeiroleih hak milik, deingan tidak dapat dipaksa untuk 

meimpeirtunjukkan alas haknya”. 

Bukti awal ini juga seibagai syarat formalitas dalam hal ini sangat 

meimbantu masyarakat dipeilosok-peilosok deisa yang jauh dari kantor 

peirtanahan, dimana di peilosok deisa masih banyak yang beilum meimiliki 

seirtifikat atas tanah akan teitapi masyarakat di peilosok hanya beirdasarkan 

peinguasaan fisik atas tanah maka de ingan dasar hal itu masyarakat di 

peilosok peirdeisaan meimpeiroleih hak milik atas tanahnya se ibagaimana 

meinurut hukum. Kareina seicara hukum yang beilum meimiliki seirtifikat atas 

tanahnya bukan beirarti masyarakat teirseibut tidak meimpunyai peimbuktian 

keipeimilikan atas tanah, akan te itapi deingan dasar peinguasaan fisik tanah 

dan dibuktikan deingan adanya bukti surat keiteirangan tanah maka seicara 

hukum meireika juga meimpeiroleih hak atas tanah deingan dasar peinguasaan. 

Lagi pula surat keiteirangan tanah atau surat keiteirangan/peirnyataan 

peinguasaan tanah juga meimang seibagai syarat formil saja akan te itapi leibih 

daripada itu meirupakan seibagai peigangan buat masyarakat bahwa me ireika 
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meimiliki bukti surat atas tanahnya lagipula surat tanah te irseibut dikeitahui 

dan ditandatangani oleih saksi-saksi batas tanah, Keitua RT, Keilurahan dan 

Keicamatan seihingga deingan ditandatangani saksi-saksi batas dan juga 

dikeitahui oleih Keitua RT, Keilurahan dan Keicamatan, maka deingan 

deimikian surat tanah teirseibut diakui dan dibeinarkan dan biasanya surat 

tanah teirseibut akan teirarsip teirdaftar/teireigisteir di buku reigisteir RT, 

Keilurahan maupun Keicamatan. 

3. Upaya yang dilakukan pihak Kecamatan Samarinda Ulu terhadap 

Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atau Surat Pernyataan 

Penguasaan Tanah yang tidak teregister di Kecamatan Samarinda 

Ulu. 

Beirdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pe inulis deingan Bapak 

Syahrinsyah, S.EI

26 seilaku Kasi Peimeirintahan, Keiteintraman dan Keiteirtiban 

di Kantor Keicamatan Samarinda Ulu me ingatakan bahwa pihak keicamatan 

jika ada surat-surat tanah yang tidak te irdaftar/teireigisteir di keicamatan 

biasanya yang kami lakukan adalah me ingingatkan atau meinghimbau 

keipada warga untuk dapat me indaftarkan tanahnya kei keicamatan dan 

seikaligus meinsosialisasi keipada masyarakat meilalui RT, Keilurahan 

maupun Keicamatan agar meindaftarkan tanahnya agar meindapatkan surat 

peirnyataan peinguasaan tanah peinguasaan tanah, kareina banyak seikarang 

ini yang teirjadi tumpang tindih dilapangan atau be irmasalah. Seihingga 

apabila warga masyarakat tidak me ilaporkan atau tidak meindaftarkan kei 

 
26 Ibid 
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peimeirintah beirarti warga teirseibut tidak meinjalankan keiwajibannya 

seibagai warga neigara yang baik. 

Bahwa seilain daripada itu kami juga me ilakukan kordinasi deingan 

pihak keilurahan dan juga keitua RT seiteimpat lalu keimudian ditanyakan 

asal-usul tanah yang dimaksud keimudian di ceik apakah beinar masyarakat 

teirseibut teilah meilaporkan atau meinyampaikan hak peinguasaan atau 

peingeilolaan tanahnya keipada pihak RT, keilurahan dan keicamatan atau 

tidak dan meilakukan peingeiceikan fisik tanah teirseibut apakah beinar tanah 

teirseibut adalah keipunyaannya deingan meinanyakan saksi-saksi batas 

ditanah teirseibut. Jikalau surat-surat tanahnya tidak didaftarkan/teireigisteir di 

RT, keilurahan maupun di keicamatan dan tidak diakui oleih saksi-saksi 

batas tanahnya maka patut diduga surat te irseibut tidak beinar kareina 

biasanya seimua surat-surat tanah dilingkungan keicamatan samarinda ulu 

seilalu teirdaftar/teireigisteir apalagi surat-surat teirseibut ada cap steimpeil dari 

keicamatan, keilurahan maupun dari keitua RT nya dan pasti ada tanda 

tangan dari pihak saksi-saksi batas ditanah itu se ibagai dasar bahwa tanah 

itu diakui dan dibeinarkan oleih saksi-saksi batas tanahnya. 

4. Status hukum terhadap tanah yang dikelola/dikuasai masyarakat 

yang belum ada SKPTnya. 

Beirdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pe inulis di Kantor 

Keicamatan Samarinda Ulu27 bahwa pada prinsipnya pihak keicamatan 

tidak meimpunyai kapasitas ataupun hak se ibagai dasar hukum untuk 

 
27 Ibid 



34 

 

 

 

meimaksakan seiseiorang agar meindaftarkan tanahnya di keicamatan akan 

teitapi hanya pihak keicamatan meinunggu keisadaran dari masyarakat saja, 

padahal seiharusnya tanah meimang wajib hukumnya untuk didaftarkan 

untuk meindapatkan alas hak atas tanah beirupa SKPT dan bahkan 

seiharusnya meindaftarkan kei BPN untuk meimpeiroleih seirtifikat, apalagi 

seikarang ini ada program peimeirintah pusat meilalui Keimeinteirian ATR 

BPN agar seiluruh warga masyarakat yang me imiliki tanah yang beilum 

meimpeiroleih seirtifikat bisa meindaftarkan meilalui program PTSL yang 

didaftarkan meilalui Kantor Keilurahan atau Kantor Deisa dimana teilah 

diseidiakan format untuk diisi seisuai deingan biodata peimilik tanah, ukuran 

tanah alamat dan cara peiroleihan atas tanah dan lain seibagainya. 

Namun walaupun peimeirintah teilah meingeiluarkan program teirseibut 

masih banyak tanah yang beilum didaftarkan untuk meingikuti program 

PTSL itu hal ini diseibabkan masyarakat tidak me impeiroleih informasi 

seihingga beilum meindaftarkan tanahnya, akan te itapi program ini masih 

beirlanjut dan beirtahap maka oleih kareina itu diharapkan agar se ikiranya 

masyarakat dapat meindaftarkan meilalui program ini kareina program ini 

gratis tanpa pungut biaya apapun, se ihingga deingan adanya seirtifikat atas 

tanah pasti meirasa aman kareina sudah meimiliki seirtifikat seibagai bukti 

keipeimilikan tanah yang paling kuat. 

Akan teitapi apabila tanah teirseibut beirsifat hanya dikuasai/dikeilola 

tanpa meimiliki seirtifikat maupun skptnya maka status hukumnya adalah 

masih tanah neigara dimana orang yang me inguasai/meingeilola tanah 
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teirseibut hanya meimpunyai hak peinguasaan atau hak peingeilolaan saja 

seihingga beilum bisa dikatakan seibagai hak miliknya. 
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BAB III 

PEMBAHASAN TENTANG STATUS KEPEMILIKAN SURAT 

KETERANGAN PENGUASAAN TANAH (SKPT) YANG TIDAK 

TEREGISTER DI KECAMATAN SAMARINDA ULU (DITINJAU DARI 

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 31 TAHUN 

1995 TENTANG PEDOMAN PENERTIBAN SURAT KETERANGAN 

PENGUASAAN DAN PEMILIKAN BANGUNAN/TANAMAN DIATAS 

TANAH NEGARA). 

A. Status kepemilikan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atau 

Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang tidak teregister di Kecamatan 

Samarinda Ulu ditinjau dari Keputusan Gubernur Kalimantan Timur 

Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan 

Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara. 

Buikti keipeimilikan yang sah atas tanah yang dimiliki adalah se irtifikat 

hak milik mauipuin seirtifikat tuiruinan lainnya yang meimpuinyai keikuiatan 

huikuim meingikat teirhadap tanah seisuiai yang dimu iat pada uindang-uindang 

nomor 5 tahuin 1960 yang meingatuir teintang peiratuiran dasar pokok-pokok 

agraria, dimana peimeirintah juiga teilah meingatuir teintang peindaftaran tanah 

seisuiai deingan peiratuiran peimeirintah nomor 24 tahuin 1997 teintang 

peindaftaran tanah yang beirtuijuian meingatuir uintuik peinguikuiran, peimeitaan dan 

peimbuikuian dan ju iga meincatat hak-hak atas tanah dan te irmasuik peiralihannya 

yang seilanjuitnya akan meimpeiroleih suirat-suirat seibagai tanda buikti hak 
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seibagai alat buikti keipeimilikan tanah yang ku iat beiruipa seirtifikat hak milik 

atas tanah. 

Meimang seibagaimana yang kita keitahuii bawasannya dikalangan 

masyarakat teilah teirjadi peirbeidaan peindapat meingeinai suirat 

keiteirangan/peirnyataan peinguiasaan tanah seibagai alas hak seibagai salah satui 

buikti suirat tanah yang sah meinuiruit huikuim teirhadap suiatui bidang tanah. 

Keibeiradaan suirat keiteirangan tanah ini meimang seibeituilnya adalah seibagai 

suiatui alas hak saja seibagai syarat uintuik meingajuikan peirmohonan ataui 

meindaftarkan tanahnya u intuik meimpeiroleih seirtifikat tanah, namu in peirlui kita 

pahami bahwa tidak seimuia masyarakat meimpuinyai seirtifikat atas tanahnya 

kareina kuirangnya peimahaman meingeinai keikuiatan dari peimbuiktian yang 

seibeinarnya, kareina fakta yang teirjadi dimasyarakat seikarang ini masih 

banyak dari tanah meireika yang beirbeintuik seigeil ataui masih beiruipa suirat 

keiteirangan tanah seibagai alas haknya. 

Peirlui dikeitahuii juiga bahwa hak peingeilolaan/peinguiasaan ju iga 

meiruipakan suiatui peimbuiktian yang kuiat dimana keikuiatan itui muincuil kareina 

teilah meinguisahai ataui meingeilola tanah seicara fisik seicara teiruis meineiruis 

deingan itikad baik seibagaimana meinuiruit huikuim yang diatuir dalam Pasal 

1963 suib 1 KUIHPeir yang meinyeibuitkan seibagai beirikuit :“Siapa deingan itikad 

baik, dan beirdasarkan suiatui alas hak yang sah, meimpeiroleih suiatui beinda tak 

beirgeirak, suiatui buinga, ataui suiatui piuitang lain yang tidak haruis dibayar atas 

tuinjuik, meimpeiroleih hak milik atasnya deingan jalan dalu iwarsa; Deingan suiatui 

peinguiasaan seilama duia puiluih tahuin” seihingga seicara huikuim dialah yang 
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beirhak atas tanah yang dikuiasainya teirseibuit seisuiai Pasal 24 ayat (2) Peiratuiran 

Peimeirintah Nomor 24 Tahuin 1997 teintang Peindaftaran Tanah yang 

meiyeibuitkan seibagai beirikuit: “Dalam hal tidak atau i tidak lagi teirseidia seicara 

leingkap alat-alat peimbuiktian seibagaimana dimaksu id pada ayat (1), 

Peimbuikuian hak dapat dilaku ikan beirdasarkan keinyataan peinguiasaan fisik 

bidang tanah yang beirsangkuitan seilama 20 (duia puiluih) tahuin ataui leibih 

seicara beirtuiruit-tuiruit oleih peimohon peindaftaran dan peindahuilui peindahuiluinya, 

deingan syarat: 

a. Peinguiasaan teirseibuit dilakuikan deingan itikad baik dan se icara teirbuika oleih 

yang beirsangkuitan seibagai yang beirhak atas tanah, seirta dipeirkuiat oleih 

keisaksian orang yang dapat dipeircaya. 

b.  Peinguiasaan teirseibuit baik seibeiluim mauipuin seilama peinguimuiman 

seibagaimana dimaksu id dalam Pasal 26 tidak dipe irmasalahkan oleih 

masyarakat huikuim adat ataui deisa/keiluirahan yang beirsangkuitan atauipuin 

pihak lainnya”. 

Beirdasarkan hal diatas bahwa su irat keiteirangan tanah itui walauipuin 

hanya seibagai suiatui buikti alas hak saja me ilainkan keikuiatan peimbuiktiannya 

juiga peirlui dipeirhituingkan apalagi tanahnya teirseibuit dikuiasai/deikeilola seicara 

teiruis meineiruis beirtuiruit-tuiruit deingan itikad baik seibagaimana meinuiruit huikuim 

diatas adalah seibagai peimbuiktian yang juiga meimiliki keikuiatan huikuim, seilain 

daripada itui juiga apabila tanah diku iasai/dikeilola seicara teiruis meineiruis 

beirtuiruit-tuiruit tanpa meininggalkannya orang lain tidak akan beirani 

meingklaim dan meingakuii tanah teirseibuit.  
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Walauipuin hanya deingan dasar su irat keiteirangan tanah meimiliki 

keikuiatan peimbuiktian, namuin leibih baik lagi kalaui tanah teirseibuit ditingkatkan 

uintuik meinjadi seirtifikat seibagai peimbuiktian huikuim yang sah dan meimpuinyai 

keikuiatan huikuim meingikat teirhadap tanah yang dimiliki, kareina jika kita 

hanya meimeigang suirat keiteirangan tanah hal ini yang me imbuiat seiring teirjadi 

peirmasalahan diteingah masyarakat dan meinjadi seingkeita dikeimuidian hari 

apalagi di daeirah kota samarinda yang sangat ramai dan padat pe induiduik dan 

juiga deingan diteintuikannya Ibui Kota Nuisantara (IKN) di wilayah Kalimantan 

Timuir yang meimbuiat kota samarinda ju iga ikuit ramai dan padat seibagai kota 

peinyangga IKN teirseibuit, seihingga sangat poteinsial seikali rawan seingkeita 

tanah dan saling klaim meingkalim. 

UIntuik meinghindari dan meiminimalisir teirjadi peirsoalan atauipuin 

seingkeita dikeimuidian hari maka sangat peinting uintuik seitiap orang agar 

seikiranya meindaftarkan tanahnya uintuik seigeira meimiliki seirtifikat atas tanah 

kei kantor peirtanahan agar tanahnya te irhindar dari peirmasalahan, yang 

walauipuin ada peirmasalahan nanti seitidaknya kita meimiliki peimbuiktian 

huikuim yang kuiat, kareina seibagaimana yang dikeitahuii beirsama keitika 

masyarakat meimiliki seirtifikat masih saja teirjadi seingkeita dan juiga ada orang 

ataui oknuim yang beiruisaha uintuik meincari-cari masalah deingan meingguigat 

ataui deingan cara lain yang tu ijuiannya uintuik meingganggui hak seiseiorang, 

apalagi hanya deingan suirat keiteirangan tanah. 

Deimikian ju iga teirkait peirsoalan yang diangkat peinuilis dalam skripsi ini 

sangat beirpoteinsi seikali teirjadi masalah apabila su irat keiteirangan yang tidak 
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teirdaftar/teireigisteir di keicamatan kareina pada dasarnya su irat keiteirangan tanah 

itui wajib dikeitahuii dan ditanda tangani ole ih aparat seiteimpat yaitui RT 

Keiluirahan dan Keicamatan yang masing-masing instansi teirseibuit meimiliki 

buikui reigisteir peindaftaran tanahnya seibagai peigangannya, dimana seitiap 

warga masyarakat yang maui meimbuiat suirat-suirat tanahnya akan didaftarkan 

ataui direigisteir dibuikuinya dan wajib huikuimnya agar arsip dari suirat tanah itui 

akan dipeigang oleih keiluirahan mauipuin keicamatan seibanyak 1 (satui) rangkap, 

dan deimikian ju iga saksi-saksi batas-batas tanah haruis meinandatangani 

seibagai beintuik peingakuian bahwa meimang beinar tanah yang beirbatasan 

deingannya adalah tanah daripada orang te irseibuit. 

Namuin jika suirat-suirat tanah tidak teirdaftar/teireigisteir di keicamatan, 

keiluirahan mauipuin RT, maka suirat tanah teirseibuit seicara administrasi su irat 

tanah yang tidak meimpuinyai keikuiatan huikuim, kareina pada hakeikatnya Suirat 

Keiteirangan Peinguiasaan Tanah (SKPT) itu i dikeiluiarkan dari keiluirahan 

atauipuin keicamatan seihingga sangat tidak mu ingkin di suirat tanahnya tidak 

teirdaftar dan meinuiruit huikuim seiharuisnya teireigisteir dan teirarsip muilai dari 

RT, Luirah dan Camat dan biasanya dalam formu ilir bakui suidah teirdapat 

kolom tanda tangan mu ilai dari RT, Luirah, dan Camat uintuik meinjamin 

keiabsahan suirat teirseibuit seibagaimana meinuiruit huikuim Pasal 3 ayat (1), (2) 

dan ayat (3) Jo. Pasal 9 ayat (1) dan (2) Ke ipuituisan Guibeirnuir Kalimantan 

Timuir Nomor 31 Tahuin 1995 Teintang Peirdoman Peineirtiban Suirat 

Keiteirangan Peinguiasaan Dan Peimilikan Bangu inan/Tanaman Diatas Tanah 

Neigara. 
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Akan teitapi sangat disayangkan teirhadap Suirat Keiteirangan Peinguiasaan 

Tanah (SKPT) yang tidak te irdaftar/teireigisteir di keicamatan itui dimeinangkan 

dipeingadilan neigeiri, peingadilan tinggi mauipuin mahkamah aguing padahal 

reigistrasi yang digu inakan dalam suirat tanahnya adalah atas nama orang lain 

yang tanahnya teirleitak di jalan Ringroad, akan te itapi didalam suirat tanahnya 

teirtuilis alamat seiolah-olah meimiliki tanah yang te irleitak di jalan Siradj 

Salman, RT.4 Keiluirahan Air Puitih, Keic. Samarinda UIlui, deingan dasar ju ial 

beili dibawah tangan, seimeintara saksi-saksi batas tanahnya tidak me ingakuii 

beirbatasan deingannya dan bahkan keituia RT seiteimpat juiga tidak meingakuii, 

seihingga teilah jeilas dan teirang bahwa su irat teirseibuit sangat-sangat 

meingganggui keinyaman warga seiteimpat dan ju iga hal ini sangat beirteintangan 

deingan peiratuiran peiruindang-uindangan yang beirlakui. 

Adapuin syarat-syarat yang haruis dipeinuihi agar suirat keiteirangan 

peinguiasaan tanah teirdaftar/teireigistrasi meinuiruit huikuim diwajibkan seibeiluim 

dikeiluiarkannya format suirat keiteirangan/peirnyataan peinguiasaan tanah oleih 

keicamatan biasanya seibeiluimnya dilakuikan peingeiceikan fisik tanah dilapangan 

yang meilibatkan seimuia aparat seiteimpat yaitui keituia RT seiteimpat, keiluirahan 

ataui peirwakilannya dan ju iga dari keicamatan teirmasuik saksi-saksi batas tanah, 

dimana hasil peingeiceikan fisik dilapangan teirseibuit dimuiat dalam beirita acara 

peimeiriksaan tanah dilapangan. 

Hal ini dilaku ikan agar meingeitahuii bahwa tanah yang maui dibuiatkan 

suirat teirseibuit tidak dalam seingkeita deingan pihak lain dan ju iga beirtuijuian 

agar dalam peineirbitan suirat tanah itui tidak teirjadi tuimpang tindih deingan 
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tanah dari pihak lain, seibab apabila tidak dilaku ikan peingeiceikan fisik tanah 

dilapangan maka seiring teirjadi tuimpang tindih dan bahkan seingkeita sampai 

di peingadilan. Hal ini su idah sangat seiring teirjadi seingkeita di kalangan 

masyarakat kareina tanahnya tu impang tindih deingan tanah dari pihak lain, 

maka oleih kareina itui peimeiriksaan dilapangan itu i sangat peinting uintuik 

meinghindari teirjadinya peirmasalahan dikeimuidian hari. 

Deingan adanya beirita acara peimeiriksaan tanah dilapangan te irseibuit 

baruilah diteirbitkan suirat keiteirangan/peirnyataan peinguiasaan tanah, su irat 

peirnyataan tidak seingkeita, mauipuin suirat peirnyataan dari peimilik tanah 

seibagai peigangannya bahwa tanah teirseibuit adalah keipuinyaannya dan 

dikuiasai seirta dikeilolanya seihingga deingan dasar itui biasanya akan 

ditandatangani dan direigisteir oleih keituia RT, keiluirahan mauipuin keicamatan 

yang juiga diseirtai deingan cap steimpeilnya, dan ju iga akan ditandatangani 

oleih saksi-saksi batas tanah teirseibuit. 

Meinuiruit peinuilis peindaftaran tanah di keiluirahan mauipuin keicamatan 

adalah suiatui yang haruis dilakuikan oleih seitiap warga neigara yang beiluim 

meimiliki seirtifikat atas tanahnya, hal ini seibagai syarat administrasi dan 

seibagai buikti bahwa tanah te irseibuit ada yang meingeilola dan meinguiasai 

seihingga dikeitahuii RT, keiluirahan mauipuin keicamatan. Seihingga seitiap 

warga neigara yang meimbuika tanah neigara wajib didaftarkan keipada 

peimeirintah seiteimpat uintuik meindapat suirat keiteirangan tanah deingan tuijuian 

suipaya tidak teirjadi tuimpang tindih. Seihingga deingan adanya peindaftaran 

tanah di keicamatan, keiluirahan mauipuin RT yang dibuiktikan deingan adanya 
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tanda tangan dan nomor reigistrasi dari keicamatan, keiluirahan mauipuin RT 

yang teirdaftar dalam buikui reigisteir masing-masing instansi teirseibuit, maka 

seicara huikuim tanah teirseibuit diakuii dan dibeinarkan seirta meimiliki keikuiatan 

huikuim dan dilinduingi oleih uindang-uindang seisuiai deingan peindapat Philipuis 

M. Hadjon meingeimuikakan teintang teiori peirlinduingan huikuim ialah seibagai 

peirlinduingan harkat, martabat, dan peingakuian teirhadap Hak Asasi Manu isia 

yang dipuinyai suibyeik huikuim dalam suiatui Neigara huikuim yang didasari 

deingan suiatui keiteintuian huikuim yang beirlakui di Neigara itui seindiri uintuik 

meinceigah adanya keiseiweinang-weinangan. 

B. UIpaya yang dilakuikan pihak Keicamatan Samarinda UIlui teirhadap Suirat 

Keiteirangan Peinguiasaan Tanah (SKPT) atau i Suirat Peirnyataan 

Peinguiasaan Tanah yang tidak teireigisteir di Keicamatan Samarinda UIlui. 

Beirdasarkan sifatnya SKPT adalah layanan informasi dari Kantor 

Peirtanahan keipada pihak teirkait deingan tu ijuian meinjeilaskan teintang ceirita 

tanah seibeiluim dilaksanakannya tindakan hu ikuim yang beirlakui. Peinjeilasan 

dimaksuid buikanlah seibagai dasar apapu in dikareinakan tidak meimiliki 

keikuiatan huikuim meingikat teitapi seilalui meineimuikan pada prakteiknya 

peinjeilasan itui sangat beirmanfaat uintuik pihak yang beirkeipeintingan uintuik 

meimastikan riwayat tanah, apakah me inimbuilkan seingkeita, apakah tanah 

teirseibuit di blokir dan peimbeibanannya. Seihingga keiduiduikan SKPT wajib 

meimpeirhatikan seicara seiksama baik peilaksanaan mauipuin dasar huikuimnya.28 

 
28 Kiki Hermawan, Habib Adjie, Urgensi Penerapan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (Skpt) 

Dalam Proses Permohonan Lelang Atas Tanah, Jurnal Hukum, Vol. 20 No.1 (2023) Universitas 

Narotama, Surabaya, 2023, hlm.4 
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Suirat Keiteirangan Peinguiasaan Tanah pada uimuimnya meimang yang 

meinjadi peigangan masyarakat apabila be iluim meimiliki seirtifikat seibagai buikti 

keipuinyaannya yang sah dan ku iat, yang mana su irat keiteirangan peinguiasaan 

tanah itui diteirbitkan dari keiluirahan seibagaimana Keipuituisan Guibeirnuir 

Kalimantan Timu ir Nomor 31 Tahuin 1995 Teintang Peirdoman Peineirtiban 

Suirat Keiteirangan Peinguiasaan Dan Peimilikan Banguinan/Tanaman Diatas 

Tanah Neigara. 

Peirlui uintuik siapa saja yang me inguiasai seibidang tanah dan teilah 

meimpuinyai SKPT seibagai alas hak teitapi tidak meindaftarkan tanah teirseibuit 

yang peirtama kali u intuik meingeilola tanah seibagai peinguiat buikti peinguiasaan 

dan peimanfaatan tanah. Apabila peinguiasaan tanah ada pada pihak ke itiga dan 

beirlangsuing pada jangka waktu i yang panjang, seihingga akan beirpoteinsi 

peiralihan keipeimilikan hak atas tanah. Kareina buikti peinguiasaan meinuiruit 

uindang-uindang adalah walauipuin tidak meimiliki dasar suirat tanahnya, dimana 

dipeiroleihnya deingan jalan daluiwarsa dalam waktu i 20 tahuin seibagaimana 

meinuiruit huikuim. Suirat Keiteirangan Peinguiasaan Tanah meimpuinyai keikuiatan 

huikuim seibagai buikti atas peinguiasaan tanah namu in seibagai buikti awal 

peigangan masyarakat jika beiluim didaftarkan di Kantor Peirtanahan.  

Pada dasarnya pihak keicamatan tidak meimiliki kapasitas u intuik 

meilakuikan uipaya uintuik meinangani suirat tanah yang tidak teirdaftar ataui 

teireigisteir dan bahkan tidak me imiliki keiweinangan ataui hak uintuik 

meimaksakan seiseiorang uintuik meindaftarkan ataui meilaporkan keipeimilikan 
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tanah dari siapappuin kareina pihak keicamatan meindaftarkan ataui meireigistrasi 

tanah deingan meingeiluiarkan suirat tanah teirseibuit atas laporan dari masyarakat, 

seihingga deingan dasar laporan teirseibuit teintuinya deingan meilihat lokasinya 

seicara langsuing barui pihak keicamatan akan meingeiluiarkan form suirat 

keiteirangan peinguiasaan tanah. Adapuin yang dilakuikan pihak keicamatan, 

keiluirahan mauipuin RT itui deingan meineiluisuiri keiabsahan daripada su irat 

keiteirangan peinguiasaan tanah yang tidak te ireigisteir ataui teirdaftar apakah 

produik teirseibuit beinar-beinar dikeiluiarkan oleih keicamatan ataui tidak teirseibuit 

deingan meilakuikan kordinasi deingan pihak keiluirahan dan RT dilingkuingan 

tanah teirseibuit uintuik meingeitahuii apakah di keiluirahan ataui RT seiteimpat 

teirseibuit suirat keiteirangan yang dimaksuid teirdaftar ataui tidak, dalam hal ini 

uintuik meinghindari teirjadinya keisalahan administrasi, namu in apabila di 

keiluirahan dan RT sama saja tidak teirdaftar ataui teireigisteir maka tanah teirseibuit 

meimang tidak peirnah dilaporkan ataui didaftarkan kei peimeirintah seiteimpat. 

Kareina seibeinarnya suirat keiteirangan tanah meiruipakan asal-muiasal 

uintuik meinjadi alas hak atas tanah atau i seibagai buikti peinguiasaan/ peingeilolaan 

atas tanah dibu iat ataui diteirbitkan atas dasar peirmohonan ataui peirmintaan dari 

peimilik tanah keipada Kantor Keiluirahan ataui Kantor Deisa mauipuin 

keicamatan, tidak seirta meirta keiluirahan mauipuin keicamatan meingeiluiarkan 

suirat tanah teirseibuit, maka deingan dasar peirmohonan yang diajuikan dari 

peimilik lahan keikantor Kantor Keiluirahan/Deisa mauipuin keicamatan akan 

meineirbitkan suirat keiteirangan tanah seibagai alas hak itui yaitui suirat 

keiteirangan peinguiasaan tanah. Suirat Keiteirangan Tanah seibagai alas hak ini 
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beirtuijuian uintuik meinjamin keiabsahan ataui keipastian huikuim dan uintuik 

dikeitahuii peimeirintah seiteimpat yang peineirbitannya sangat muidah kareina 

dilakuikan peingeiceikan fisik tanah adanya ke iteirangan saksi-saksi batas yang 

keimuidian diuisuilkan ataui dimohonkan kei keiluirahan/deisa uintuik meindapat 

peirseituijuian peimbuiatan suirat keiteirangan tanah teirseibuit. 

Deingan deimikian beirdasarkan peinjeilasan yang dikeimuikakan teirseibuit 

diatas dapat diambil dipahami bahwa sangat tidak mu ingkin dan sangat 

muistahil suirat keiteirangan tanah yang ada nama dan tanda tangan Camat, 

Luirah mauipuin RT yang diseirtai cap steimpeil dari masing-masing instansi 

peimeirintah teirseibuit tidak teirdaftar/teireigisteir di keicamatan, keiluirahan mauipuin 

RT itui kareina seimuia suirat keiteirangan tanah yang dikeiluiarkan dan dibeirikan 

keipada peimohon ataui peimilik lahan pasti didaftarkan ke imuidian arsipnya 

disimpan juiga buiat peigangannya agar dikeimuidian hari apabila maui 

ditingkatkaan ataui dilakuikan peineirbitan seirtifikat pasti suirat keiteirangan tanah 

teirseibuit seibagai alas hak me ingajuikan peirmohonan seirtifikat diminta u intuik 

diceik ataui dileigalisir teirleibih dahuilui suiratnya di kantor keicamatan uintuik 

meindapatkan leigalisir seihingga meingeitahuii apakah beirseisuiaian deingan 

aslinya ataui tidak, apabila ada arsipnya atau i teirdaftar/teireigisteir pada buikui 

reigisteir kantor keicamatan maka suiratnya pasti akan dileigalisir teilah seisuiai 

deingan aslinya namu in apabila tidak teirdaftar/teireigisteir dikantor keicamatan, 

maka tidak akan dibeirikan tanda leigalisir dari keicamatan kareina leigalisir 

teirseibuit dibeirikan atas dasar teirdaftar ataui tidaknya suirat teirseibuit ataui ada 

arsipnya ataui tidak dikantor keicamatan, seihingga apabila tidak 
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teirdaftar/teireigisteir peirlui dipeirtanyakan keiabsahan dan keibeinaran daripada 

suirat itui dan tidak akan bisa u intuik meineirbitkan seirtifikat. Apalagi 

peinguiruisannya meilaluii program PTSL peirsyaratannya diwajibkan seimuia 

beirkas tanah haruis dileigalisir teirleibih dahuilui suirat keiteirangan peinguiasaan 

tanah ataui suirat peirnyataan peinguiasaan tanah di keicamatan seisuiai alamat 

tanah teirseibuit., dan dilampirkan ju iga ktp saksi-saki batas atas tanah itui. 

Akan teitapi pada kasuis yang peinuilis angkat dalam skripsi ini dimana 

suirat keiteirangan peinguiasaan tanah ataui suirat peirnyataan peinguiasaan tanah 

dari salah satu i oknuim di samarinda tidak teirdaftar/teireigisteir di keicamatan 

samarinda uilui, keiluirahan mauipuin RT seiteimpat, namuin oknuim teirseibuit 

meingkalim tanah orang yang mana oknu im teirseibuit tidak peirnah meimiliki 

tanah dilokasi tanah yang me injadi obyeik seingkeita, yang keimuidian oknuim 

teirseibuit meimbuiat reikayasa deingan meingajuikan guigatan di peingadilan 

deingan dasar su irat keiteirangan yang tidak te irdaftar itui, aneihnya deingan dasar 

suirat itui oknuim teirseibuit dimeinangkan padahal peimilik tanah seibeiluimnya 

teilah meindapat suirat keiteirangan dari keicamatan samarinda uilui bahwa suirat 

tanah atas nama oknu im teirseibuit tidak teirdaftar/teireigisteir di buikui reigisteir 

keicamatan samarinda uilui. 

Seilanjuitnya teirhadap suirat tanah dari oknu im teirseibuit malah meingambil 

nomor reigistrasi dari tanah orang lain seihingga seiteilah dilakuikan peingeiceikan 

di kantor keicamatan samarinda uilui teirbuikti nomor reigisteir yang digu inakan 

oknuim teirseibuit adalah nomor reigisteir tanah atas nama orang lain yang le itak 

tanahnya di jalan Ringroad seidangkan leitak ataui lokasi tanah yang diklaim 
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oleih oknuim teirseibuit adalah di jalan Siradj Salman yang sangat be irbeida dan 

jauih dari lokasi tanah beirdasarkan nomor reigistrasi yang dia guinakan. 

Deimikian ju iga teirhadap suirat tanah milik oknuim teirseibuit meinuiruit yang 

diuiraikan pada peirsidangan bahwa tanahnya seilain tidak teirdaftar ju iga 

wilayah RT nya ju iga beirbeida dimana su irat tanahnya teirtuilis RT.04 padahal 

leitak lokasi tanah yang seibeinarnya adalah di lingku ingan RT.02, hal deimikian 

juiga diduikuing deingan keiteirangan saksi-saksi batas tanah yang tidak 

meingakuii bahwa oknuim teirseibuit meimiliki tanah yang beirbatasan deingan 

meireika dan bahkan saksi-saksi batas tanah teirseibuit dipanggil uintuik dimintai 

keiteirangannya di peingadilan pada waktu i itui uintuik meinduikuing peimilik tanah 

seibeiluimnya yang tanahnya teirdaftar/teireigisteir di keicamatan, keiluirahan 

mauipui RT dan saksi-saksi batas tanah, akan te itapi majeilis hakimnya tidak 

meimpeirtimbangkan dan malahan majeilis hakimnya meimeinangkan oknuim 

teirseibuit yang meimbuiat huikuim diindoneisia sangat meimprihatinkan. 

Padahal peimilik tanah yang seibeinarnya adalah tanah warisan dari 

orangtuianya yang dikeilola/dikuiasai teiruis meineiruis dan bahkan ada bagian dari 

tanah itui suidah dijuial keipada oranglain dan pihak yang me imbeili teirseibuit 

teilah meimbanguin ruimah beiton lantai duia diatasnya dan teilah meimiliki 

seirtifikat hak milik, namu in deingan adanya keipuituisan peingadilan yang 

meimeinangkan oknuim teirseibuit seihingga ruimah banguinan lantai duia yang 

beirdiri seijak tahuin 1990 teirseibuit dieikseikuisi dan dirobohkan meinjadi rata 

meilaluii Peingadilan Neigeiri Samarinda atas peirintah Keituia Peingadilan Neigeiri 

Samarinda yang sangat meireisahkan masyarakat, seihingga peirlui ada keiteigasan 
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oleih pihak-pihak yang beirweinang ataui juiga peimeirintahan agar kasu is 

seimacam ini tidak teiruilangi. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Adapuin yang meinjadi keisimpuilan dari hasil peineilitian yang dilaku ikan 

peinuilis meingeinai Statuis Keipeimilikan Su irat Keiteirangan Peinguiasaan Tanah 

(SKPT) Yang Tidak Teireigisteir Di Keicamatan Samarinda UIlui yang diuiraikan 

peinuilis seibagai beirikuit : 

1. Satuis keipeimilikan suirat keiteirangan peinguiasaan tanah (SKPT) yang tidak 

teirdaftar/teireigisteir di keicamatan dapat disimpu ilkan bahwa jika su irat-suirat 

tanah tidak teirdaftar/teireigisteir di keicamatan, keiluirahan mauipuin RT, maka 

keiabsahan suirat tanah teirseibuit tidak meimiliki keikuiatan huikuim, seihingga 

meinuiruit peinuilis suirat tanah itui tidak beinar yang dibuiat deingan cara 

direikayasa kareina pada hakeikatnya pada Su irat Keiteirangan Peinguiasaan Tanah 

(SKPT) itui haruis teireigisteir dan teirarsip mu ilai dari RT, Luirah dan Camat dan 

biasanya dalam formu ilir bakui suidah teirdapat kolom tanda tangan mu ilai dari 

RT, Luirah, dan Camat u intuik meinjamin keiabsahan suirat teirseibuit seibagaimana 

meinuiruit huikuim Pasal 3 ayat (1), (2) dan ayat (3) Jo. Pasal 9 ayat (1) dan (2) 

Keipuituisan Guibeirnuir Kalimantan Timu ir Nomor 31 Tahuin 1995 Teintang 

Peirdoman Peineirtiban Suirat Keiteirangan Peinguiasaan Dan Peimilikan 

Banguinan/Tanaman Diatas Tanah Neigara. 
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2. UIpaya dari keicamatan teirhadap suirat keiteirangan peinguiasaan tanah yang tidak 

teirdaftar/teireigisteir di keicamatan samarinda u ilui peinuilis meinyimpuilkan bahwa 

pihak keicamatan hanya bisa meineiluisuiri keiabsahan daripada suirat keiteirangan 

peinguiasaan tanah yang tidak te ireigisteir ataui teirdaftar teirseibuit dan pihak 

keicamatan hanya meingkordinasi saja deingan pihak keiluirahan dan RT 

dilingkuingan tanah teirseibuit uintuik meingeitahuii apakah di keiluirahan ataui RT 

seiteimpat teirseibuit suirat keiteirangan yang dimaksu id teirdaftar ataui tidak, dalam 

hal ini uintuik meinghindari teirjadinya keisalahan administrasi, namu in apabila di 

keiluirahan dan RT sama saja tidak teirdaftar ataui teireigisteir maka tanah teirseibuit 

meimang tidak peirnah dilaporkan ataui didaftarkan kei peimeirintah seiteimpat dan 

patuit diduiga seibagai suirat keiteirangan peinguiasaan tanah yang tidak beinar yang 

dibuiat deingan cara reikayasa.  

B. Saran 

Beirdasarkan keisimpuilan di atas, seilanjuitnya dapat diuisuilkan saran yang 

diharapkan akan beirmanfaat adalah seibagai beirikuit : 

1. UIntuik meinghindari dari peirbuiatan oknuim yang meimbuiat suirat tanah yang 

tidak beinar ataui meireikayasa suirat tanah maka haru is meinjaga ataui meingeilola 

tanahnya deingan meimbanguin ruimah ataui meinanami tuimbuih-tuimbuihan 

seibagai buikti peinguiasaan atas tanahnya, jangan sampai dite irlantarkan atau i 

dikosongkan dalam teinggang waktui yang lama, kareina ada yang 

meimanfaatkan situiasi teirseibuit uintuik meimbuiat ataui meireikayasa suirat tanah 
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keimuidian meinguiasainya dan pihak keicamatan haruis meimpeirhatikan deingan 

baik dan bila peirlui tuiruin langsuing deingan meimeiriksa tanah seicara langsu ing 

seibeiluim meingeiluiarkan suirat keiteirangan peinguiasan tanah ataui suirat tanah agar 

teirciptanya rasa aman dan damai se ihingga teirhindar dari seigala uiruisan 

seingkeita dan yang meiruigikan pihak lain dan agar oknu im mafia tanah yang 

deingan seingaja meingkalim tanah orang lain bisa te iratasi seirta meilakuikan 

Peinyuiluihan meilaluii Keiluirahan dan Kasi Peimeirintahan dihadiri RT dan warga 

seirta yang leibih peinting adalah tanah teirseibuit dibuiat suirat dan dibeiri tanda 

patok/batas. 

2. UIntuik masyarakat yang meimiliki tanah yang beiluim meimpeiroleih seirtifikat hak 

milik agar dapat kiranya me indaftarkan tanahnya dan haru is di reigisteir di 

keicamatan seibagai buikti bahwa tanah itu i diakuii dan dibeinarkan oleih 

peimeirintah seirta meimiliki keikuiatan huikuim, dan haruis seigeira meinguiruis 

seirtifikat tanah agar meimiliki buikti keipeimilikan tanah yang ku iat dan 

meingikat agar teirhindar dari seigala peingklaiman yang dilaku ikan oleih pihak 

lain.
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